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Abstract: This study aims to analyze the implementation of Article 17 of Law 

Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools (Pesantren), which 

regulates the provision of formal and non-formal education within the 

Pesantren environment in Indonesia. Pesantren education plays a crucial role 

in developing students' character and skills while preserving religious values. 

However, the presence of new regulations in the form of Law Number 18 of 

2019 raises questions about how Pesantren will carry out formal and non-

formal education in accordance with the new rules. This research utilizes a 

literature analysis method to examine various literary sources, including Law 

Number 18 of 2019, its implementing regulations, as well as empirical studies 

related to the implementation of Article 17. The study also seeks perspectives 

from various stakeholders, such as Pesantren leaders, teachers, and the 

surrounding community, to understand the impacts and challenges faced in 

conducting formal and non-formal education. The results of this research are 

expected to provide a better understanding of how Pesantren can comply with 

legal regulations while continuing education in line with the principles and 

values inherent in the Pesantren tradition. Furthermore, this study also has the 

potential to offer recommendations for policy improvements or practical 

guidelines for Pesantren in conducting effective formal and non-formal 

education in accordance with applicable rules. Thus, this research is 

anticipated to contribute to the development of the Pesantren education 

system in Indonesia and enhance understanding of the role of Pesantren in 

society. 

 

Keywords: Formal Education, Non-Formal Education, Pesantren, Article 17 

Law No. 18 of 2019. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Penyelenggaraan pendidikan formal dan 

nonformal dalam pesantren mencerminkan esensi 

integral dari lembaga keagamaan ini dalam 

membentuk karakter, mendidik, dan memperkuat 

identitas keagamaan masyarakat (Muliadi, Erlan 

& Nasri, Ulyan, 2023). Pendidikan memiliki 

peran sentral dalam pembangunan suatu bangsa 

(Nasri, 2018). Sebagai pondasi perkembangan 

manusia, pendidikan berperan tidak hanya dalam 

memajukan aspek kognitif, tetapi juga dalam 

membentuk karakter, moralitas, dan nilai-nilai 

yang melekat pada suatu masyarakat (Nasri, 

2020a). Di Indonesia, sistem pendidikan 

memiliki lanskap yang beragam, dan salah satu 

elemen yang sangat unik dan khas adalah 

pesantren (Fahrurrozi, 2019). Pesantren, sebagai 

lembaga pendidikan Islam tradisional, telah 

menjadi bagian integral dari budaya dan sejarah 

pendidikan di Indonesia selama berabad-abad 

(Atsani, Nasri, Walad, et al., 2023). Lebih dari 

sekadar sekolah, pesantren menjadi pusat 

pembelajaran agama Islam dan tempat 

penanaman nilai-nilai keagamaan, keterampilan, 

dan etika dalam kehidupan sehari-hari (Nurdiah 

et al., 2023). Pesantren memiliki peran penting 

dalam membentuk karakter generasi muda 

Indonesia dan memelihara tradisi-tradisi 

keislaman yang kaya (Atsani & Nasri, 2023). 

Pesantren, sebagai lembaga keagamaan, 

memiliki peran utama dalam memelihara dan 

menyebarkan nilai-nilai agama Islam 

(Fahrurrozi, 2016). Melalui pendidikan formal 

dan nonformal, pesantren menjadi wadah untuk 

pembelajaran dan pemahaman mendalam 

terhadap ajaran-ajaran agama, membentuk 

karakter yang kuat, dan memupuk kesadaran 

keagamaan (Fahrurrozi, 2015). 

Pentingnya pesantren dalam konteks 

pendidikan di Indonesia mendapat pengakuan 

melalui perundang-undangan, yang salah satunya 

ISSN (Print): 2502-7069; ISSN (Online): 2620-8326 

https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1878
mailto:tabibudin@gmail.com


 

 

Tabibuddin et al., (2024). Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 9 (1): 160 – 167 

DOI: https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1878 
 

161 

 

adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Pesantren (Irjanawadi & Nasri, 2023). 

Dalam UU tersebut, Pasal 17 secara khusus 

mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan 

formal dan non formal dalam lingkungan 

pesantren (UU No. 17 Th. 2019). Pasal ini 

menentukan landasan hukum bagi pesantren 

untuk menjalankan pendidikan formal, seperti 

pendidikan dasar dan menengah, serta 

pendidikan non formal, yang meliputi pendidikan 

agama, keterampilan, dan kegiatan keagamaan 

lainnya (Nasri, Ulyan, 2023d). Namun, 

implementasi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 

2019 menimbulkan sejumlah pertanyaan dan 

tantangan. Bagaimana pesantren akan 

menyelenggarakan pendidikan formal dan non 

formal sesuai dengan aturan hukum yang baru 

ini? Apa dampaknya terhadap pesantren dan 

masyarakat sekitarnya? Apakah ada konflik 

antara nilai-nilai keislaman yang dianut oleh 

pesantren dengan tuntutan peraturan yang lebih 

umum? 

Pertanyaan-pertanyaan ini menggiring kita 

ke dalam pengkajian mendalam tentang 

implementasi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 

2019 dalam konteks penyelenggaraan pendidikan 

formal dan non formal dalam pesantren. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih 

dalam tentang bagaimana pesantren menjalankan 

peran mereka dalam sistem pendidikan nasional 

sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-

nilai keislamannya (Rasyidi, Abdul Haris & 

Nasri, Ulyan, 2023). Penelitian ini juga akan 

melibatkan analisis literatur dan pendekatan 

partisipatif yang mencakup perspektif berbagai 

pemangku kepentingan, seperti pemimpin 

pesantren, guru, dan masyarakat sekitar 

pesantren (Nasri, 2015). Dengan demikian, 

penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi 

akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis 

dalam pengembangan sistem pendidikan 

pesantren di Indonesia dan pemahaman yang 

lebih baik tentang peran pesantren dalam 

membentuk karakter dan kualitas generasi muda 

Indonesia (Nasri, 2020c). 

 

METODE 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis 

implementasi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 

2019 tentang penyelenggaraan pendidikan formal 

dan non formal dalam pesantren di Indonesia 

(Nasri, Ulyan, 2023a). Dalam penelitian ini, kami 

akan menggunakan berbagai sumber literatur, 

dokumen resmi, dan publikasi terkait untuk 

menggali pemahaman yang lebih dalam tentang 

topik ini. Berikut adalah langkah-langkah 

metodologi yang akan digunakan: Pertama, 

Identifikasi Sumber Kepustakaan: Penelitian 

akan dimulai dengan identifikasi sumber-sumber 

kepustakaan yang relevan. Ini termasuk UU 

Nomor 18 Tahun 2019, peraturan 

pelaksanaannya, laporan pemerintah terkait, 

buku, artikel jurnal, tesis, dan publikasi terkait 

lainnya. Kami akan memastikan bahwa sumber-

sumber ini memiliki relevansi langsung dengan 

implementasi Pasal 17 UU tersebut 

(Habiburrahman et al., 2023). Kedua, 

Pengumpulan Data: Setelah mengidentifikasi 

sumber-sumber kepustakaan, kami akan 

mengumpulkan data dari sumber-sumber 

tersebut. Data ini akan mencakup informasi 

tentang isi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019, 

konteks sejarah pembentukan UU tersebut, serta 

perkembangan terkini terkait implementasinya 

(Muliadi, Erlan & Nasri, Ulyan, 2023). Ketiga, 

Analisis Konten: Data yang dikumpulkan akan 

dianalisis secara cermat. Kami akan 

mengidentifikasi poin-poin kunci dalam Pasal 17 

UU tersebut dan mencari interpretasi serta 

implikasi dari ketentuan-ketentuan tersebut. 

Analisis juga akan mencakup pemahaman 

tentang bagaimana pasal tersebut memengaruhi 

penyelenggaraan pendidikan formal dan non 

formal dalam pesantren (Suparman & Nasri, 

Ulyan, 2024). 

Keempat, Perbandingan dengan Literatur 

Lain: Kami akan membandingkan temuan kami 

dengan literatur lain yang relevan. Ini termasuk 

pemahaman tentang bagaimana pesantren 

menjalankan pendidikan formal dan non formal 

sebelum adanya UU Nomor 18 Tahun 2019, serta 

dampak-dampak yang mungkin muncul setelah 

perubahan hukum tersebut (Sandiana et al., 

2023). Kelima, Penyusunan Temuan dan 

Kesimpulan: Berdasarkan analisis data, kami 

akan menyusun temuan-temuan utama dan 

kesimpulan-kesimpulan yang relevan. Kami akan 

mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian dan mengevaluasi dampak Pasal 17 

UU Nomor 18 Tahun 2019 dalam 

penyelenggaraan pendidikan formal dan non 

formal dalam pesantren (Nasri, Ulyan & 

Mulyohadi, Arif, 2023). Keenam, Penyusunan 

Laporan Penelitian: Hasil penelitian akan 

dirangkum dalam sebuah laporan penelitian yang 

mencakup pendahuluan, metodologi, temuan, 
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dan kesimpulan. Laporan ini akan mengikuti 

struktur akademik yang sesuai (Atsani and Ulyan 

Nasri 2023). Metode penelitian kepustakaan ini 

akan memberikan pemahaman yang mendalam 

tentang implementasi Pasal 17 UU Nomor 18 

Tahun 2019 dalam konteks penyelenggaraan 

pendidikan formal dan non formal dalam 

pesantren di Indonesia (Nasri, Ulyan, 2023a) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menjelajahi dimensi dan 

implikasi penyelenggaraan pendidikan formal 

dan nonformal dalam pesantren, terfokus pada 

analisis terperinci terhadap Pasal 17 UU Nomor 

18 Tahun 2019 (Nasri, Ulyan (ed), 2021). 

Dengan mengangkat kerangka hukum yang 

mengatur pendidikan di lingkungan pesantren, 

penelitian ini bertujuan menggali bagaimana 

pesantren menjalankan perannya dalam 

mendukung pendidikan formal dan nonformal di 

Indonesia. Pasal 17 menjadi fokus utama 

penelitian ini karena menetapkan landasan yang 

jelas bagi penyelenggaraan pendidikan 

pesantren. Analisis terhadap Pasal 17 

mengungkapkan sejumlah temuan krusial (Nasri, 

2020b). Pertama, kewajiban pesantren untuk 

menyelenggarakan pendidikan formal dari 

tingkat dasar hingga tinggi, mencakup berbagai 

jenjang pendidikan seperti Pendidikan Muadalah 

ula, Muadalah wustha, Muadalah ulya, dan 

Mahad Aly, menunjukkan komprehensivitas 

pendekatan pendidikan dalam pesantren. 

Fleksibilitas diberikan untuk menyesuaikan jenis 

pesantren dan kemampuan siswa, bahkan 

memungkinkan penggabungan beberapa jenjang 

dalam rentang waktu yang lebih panjang. Kedua, 

Pasal 17 juga memberikan pengakuan terhadap 

pendidikan nonformal dengan fokus agama, 

terutama melalui pengkajian Kitab Kuning. Hal 

ini mencerminkan peran pesantren sebagai 

lembaga yang secara konsisten menjaga dan 

menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Berikut 

ditampilkan bunyi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 

2019: 

Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 

Pasal 17 

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan 

formal dan atau nonformal. 

(2) Pendidikan formal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi 

Pendidikan Pesantren jenjang 

pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 

(3) Pendidikan Pesantren yang 

diselenggarakan pada jalur pendidikan 

formal jenjang pendidikan dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 

berbentuk: a) satuan Pendidikan 

Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah 

Formal ula; dan/atau. b) satuan 

Pendidikan Muadalah wustha atau 

Pendidikan Diniyah Formal wustha. 

(4) Pendidikan Pesantren yang 

diselenggarakan pada jalur pendidikan 

formal jenjang pendidikan menengah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berbentuk satuan Pendidikan Muadalah 

ulya atau Pendidikan Diniyah Formal 

ulya. 

(5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat 

diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) 

tahun atau lebih dengan menggabungkan 

penyelenggaraan satuan Pendidikan 

Muadalah wustha dan satuan Pendidikan 

Muadalah ulya secara 

berkesinambungan 

(6) Pendidikan Pesantren yang 

diselenggarakan padajalur pendidikan 

formal jenjang pendidikan tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 

berbentuk Mahad A1y. 

(7) Pendidikan nonformal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berbentuk 

pengkajian Kitab Kuning. 

Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2019 memegang peranan penting dalam 

mengatur penyelenggaraan pendidikan formal 

dan nonformal di pesantren di Indonesia. 

Pertama, Ayat (1) memberikan pesantren 

kewenangan untuk menyelenggarakan 

pendidikan, mencakup baik pendidikan formal 

maupun nonformal. Kedua, Ayat (2) menetapkan 

bahwa pendidikan formal yang diselenggarakan 

oleh pesantren melibatkan tiga tingkatan, yaitu 

pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 

Selanjutnya, Ayat (3) dan (4) menjelaskan 

bentuk-bentuk Pendidikan Pesantren pada jalur 

pendidikan formal untuk tingkatan dasar dan 

menengah, dengan variasi satuan Pendidikan 

Muadalah ula, Pendidikan Diniyah Formal ula, 

Pendidikan Muadalah wustha, dan Pendidikan 

Diniyah Formal wustha. Ayat (5) memberikan 

fleksibilitas dengan memungkinkan 

penyelenggaraan Pendidikan Muadalah dalam 

waktu 6 tahun atau lebih, dengan penggabungan 

antara Pendidikan Muadalah wustha dan 

Pendidikan Muadalah ulya secara 
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berkesinambungan (Zainuddin Atsani, 

Fahrurrozi, and Ulyan Nasri 2023). 

Sementara itu, Ayat (6) menetapkan 

bahwa Pendidikan Pesantren pada tingkatan 

tinggi berbentuk Mahad Aly. Terakhir, Ayat (7) 

menggarisbawahi peran penting pesantren dalam 

mempertahankan nilai-nilai agama Islam melalui 

pendidikan nonformal berupa pengkajian Kitab 

Kuning. Dengan demikian, Pasal 17 memberikan 

kerangka hukum yang terstruktur, mencakup 

kedua jenis pendidikan, untuk memandu 

penyelenggaraan pendidikan pesantren di 

Indonesia (Dhofier, 2011). Pesantren, melalui 

pendidikan formal dan nonformal, turut 

berkontribusi pada sistem pendidikan nasional 

Indonesia. Mereka menjaga keberagaman 

pendidikan dengan menyediakan opsi pendidikan 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang 

mengutamakan nilai-nilai keagamaan 

(Fahrurrozi, 2017). 

 

Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non 

Formal dalam Pesantren: Analisis terhadap 

Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 

Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Pesantren mengatur penyelenggaraan 

pendidikan formal dan non formal dalam 

pesantren dengan berbagai detail yang 

mempengaruhi cara pesantren 

menyelenggarakan pendidikan. Berikut adalah 

penjelasan mengenai penyelenggaraan 

pendidikan formal dan non formal dalam 

pesantren berdasarkan Pasal 17 tersebut: 

1. Pendidikan Formal dalam Pesantren (Ayat 2-

6) 

a. Pesantren wajib menyelenggarakan 

pendidikan formal yang mencakup tiga 

jenjang pendidikan: dasar, menengah, dan 

tinggi. 

b. Pendidikan formal pada jenjang 

pendidikan dasar (pendidikan dasar) dalam 

pesantren dapat berbentuk dua jenis, yaitu 

Pendidikan Muadalah ula (Pendidikan 

Diniyah Formal ula) dan Pendidikan 

Muadalah wustha (Pendidikan Diniyah 

Formal wustha). 

c. Pendidikan formal pada jenjang 

pendidikan menengah (pendidikan 

menengah) dalam pesantren berbentuk 

satuan Pendidikan Muadalah ulya 

(Pendidikan Diniyah Formal ulya). 

d. Jenjang pendidikan Muadalah (Muadalah 

ula, Muadalah wustha, dan Muadalah ulya) 

dapat diselenggarakan dalam waktu 6 

tahun atau lebih, dengan menggabungkan 

penyelenggaraan satuan Pendidikan 

Muadalah wustha dan satuan Pendidikan 

Muadalah ulya secara berkesinambungan. 

Artinya, pesantren dapat menyesuaikan 

durasi pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan siswa. 

e. Pendidikan formal pada jenjang 

pendidikan tinggi (pendidikan tinggi) 

dalam pesantren berbentuk Mahad Aly. Ini 

menunjukkan bahwa pesantren dapat 

menyelenggarakan pendidikan tingkat 

perguruan tinggi, yang mungkin mencakup 

studi agama, hukum Islam, dan bidang 

studi lainnya di tingkat yang lebih tinggi. 

2. Pendidikan Nonformal dalam Pesantren (Ayat 

7): 

Selain pendidikan formal, pesantren juga 

memiliki tanggung jawab untuk 

menyelenggarakan pendidikan nonformal yang 

berbentuk pengkajian Kitab Kuning. Kitab 

Kuning merupakan literatur keagamaan Islam 

yang mencakup berbagai bidang studi seperti fiqh 

(hukum Islam), hadis (tradisi Nabi Muhammad), 

aqidah (keyakinan), dan sebagainya. Pengkajian 

Kitab Kuning menjadi salah satu aspek penting 

dalam pendidikan agama di pesantren (Nasri, 

2017a). Analisis Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 

2019 menunjukkan bahwa pesantren memiliki 

peran yang penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan formal dan nonformal di Indonesia. 

Mereka memiliki fleksibilitas untuk 

menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan 

formal, yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan siswa. Selain itu, 

pengkajian Kitab Kuning juga menunjukkan 

komitmen pesantren untuk memelihara dan 

menyebarkan nilai-nilai keagamaan dalam 

masyarakat. 

Namun, implementasi Pasal 17 ini juga 

dapat menimbulkan tantangan dalam hal 

pemenuhan standar pendidikan formal dan 

keterlibatan pesantren dalam pendidikan tinggi. 

Selain itu, perlu diingat bahwa pengawasan dan 

evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di 

pesantren tetap perlu dilakukan untuk 

memastikan mutu pendidikan yang baik dan 

sesuai dengan regulasi yang berlaku (Nasri, 

2017b). Dalam pembahasan, ditekankan bahwa 

meskipun Pasal 17 memberikan fleksibilitas 

dalam implementasinya, pesantren dihadapkan 

pada sejumlah tantangan. Perluasan peran 

pesantren dalam pendidikan tinggi membutuhkan 

pemantauan dan evaluasi yang cermat untuk 

https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1878
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memastikan standar pendidikan yang tinggi dan 

konsistensi dengan standar nasional. Pentingnya 

pendidikan agama, sebagaimana ditekankan 

dalam Pasal 17, menegaskan peran pesantren 

sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan dalam 

masyarakat (Ulyan Nasri & Abdul Malik Salim 

Rahmatullah, 2023). Dengan demikian, hasil dan 

pembahasan penelitian ini menyajikan gambaran 

komprehensif tentang implementasi Pasal 17 UU 

Nomor 18 Tahun 2019 dalam konteks 

penyelenggaraan pendidikan formal dan 

nonformal di pesantren (Atsani, Nasri, & Walad, 

2023) Implikasi temuan ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan berharga untuk 

pengembangan lebih lanjut dalam pemahaman 

dan penyempurnaan regulasi terkait pendidikan 

pesantren (Atsani & Nasri, 2021). 

 

Konstribusi Teoritis 

Dalam hasil dan pembahasan mengenai 

penyelenggaraan pendidikan formal dan 

nonformal dalam pesantren dengan analisis 

terhadap Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019, 

kontribusi teori dapat dilihat dari beberapa aspek: 

1. Teori Pendidikan Formal dan Nonformal: 

Temuan yang mengungkapkan kewajiban 

pesantren untuk menyelenggarakan 

pendidikan formal dan nonformal menyoroti 

relevansi teori pendidikan formal dan 

nonformal (Nasri & Khairi, 2023). Kontribusi 

teori ini membantu memahami bagaimana 

pesantren dapat menjembatani pendidikan 

formal dan nonformal sebagai suatu kesatuan 

yang saling melengkapi, sejalan dengan 

tujuan pembentukan karakter dan nilai-nilai 

agama (Muliadi, Erlan & Nasri, Ulyan, 2023). 

2. Teori Fleksibilitas dalam Pendidikan: Dalam 

pembahasan mengenai fleksibilitas 

implementasi Pasal 17, kontribusi teori 

mengenai fleksibilitas dalam pendidikan turut 

diperhatikan (Nasri, Ulyan, 2023c). 

Fleksibilitas ini mencerminkan adaptabilitas 

pesantren terhadap kebutuhan dan 

karakteristik siswa serta jenis pesantren, 

sehingga konsep fleksibilitas dalam teori 

pendidikan menjadi relevan dan dapat 

memberikan pandangan yang lebih mendalam 

(Nasri, Ulyan, 2023b). 

3. Teori Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan 

Tinggi: Tantangan dalam implementasi Pasal 

17 terkait peran pesantren dalam pendidikan 

tinggi memberikan kontribusi bagi teori 

pengawasan dan evaluasi pendidikan tinggi 

(Nasri, Ulyan, 2020). Dengan memahami 

peran pengawasan yang cermat, teori ini 

membantu mengidentifikasi cara-cara untuk 

memastikan mutu pendidikan tinggi yang 

diberikan oleh pesantren (Nasri, Ulyan & 

Mulyohadi, Arif, 2023). 

4. Teori Pendidikan Agama dan Nilai-Nilai 

Keagamaan: Penekanan pada pentingnya 

pendidikan agama dan peran pesantren dalam 

menjaga nilai-nilai keagamaan menciptakan 

kontribusi teori pada pemahaman lebih lanjut 

mengenai pentingnya pendidikan agama 

dalam konteks pesantren (Suparman et al., 

2023). Teori ini dapat membantu menjelaskan 

bagaimana pendidikan agama dapat menjadi 

pilar utama dalam proses pendidikan 

pesantren (Zainuddin Atsani and Ulyan Nasri 

2023). 

Dengan demikian, hasil dan pembahasan 

memberikan kontribusi pada pengembangan dan 

aplikasi teori-teori pendidikan yang relevan 

dengan konteks penyelenggaraan pendidikan di 

pesantren, memberikan wawasan lebih 

mendalam tentang dinamika dan tantangan dalam 

implementasi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 

2019. 

 

KESIMPULAN 

 

Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Pesantren merumuskan suatu kerangka 

kerja yang jelas terkait penyelenggaraan 

pendidikan formal dan nonformal di lingkungan 

pesantren di Indonesia. Dalam serangkaian 

peraturan ini, terdapat beberapa poin kunci yang 

dapat diambil sebagai simpulan. Pertama, Pasal 

17 mewajibkan pesantren untuk 

menyelenggarakan pendidikan formal di 

berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar 

hingga tinggi. Jenjang pendidikan ini mencakup 

Pendidikan Muadalah ula, Muadalah wustha, 

Muadalah ulya, dan Mahad Aly, yang dapat 

disesuaikan dengan jenis pesantren dan 

kemampuan siswa, termasuk kemungkinan 

penggabungan beberapa jenjang dalam kurun 

waktu yang lebih panjang. Kedua, selain 

pendidikan formal, Pasal 17 juga mengakui peran 

penting pesantren dalam pengkajian Kitab 

Kuning sebagai pendidikan nonformal. 

Pengkajian Kitab Kuning menjadi cerminan 

komitmen pesantren dalam menjaga dan 

menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Ketiga, 

Pasal 17 memberikan fleksibilitas kepada 

pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1878
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masing-masing, termasuk variasi dalam bentuk 

pendidikan formal, pengaturan durasi 

pendidikan, dan penekanan pada pendidikan 

agama. Keempat, meskipun memberikan 

fleksibilitas, implementasi Pasal 17 juga 

menimbulkan tantangan. Pesantren perlu 

memastikan pemenuhan standar pendidikan 

formal yang diakui secara nasional. Selain itu, 

peran pesantren dalam pendidikan tinggi juga 

memerlukan pemantauan dan evaluasi yang 

cermat untuk memastikan kualitas pendidikan 

tinggi yang baik. Kelima, Pasal 17 menegaskan 

pentingnya pendidikan agama dalam konteks 

pesantren, mencerminkan peran pesantren dalam 

menjaga dan mewariskan nilai-nilai keagamaan 

Islam dalam masyarakat. Secara keseluruhan, 

Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 mengakui 

dan mengatur peran pesantren sebagai lembaga 

pendidikan yang unik dan penting dalam 

kerangka pendidikan nasional Indonesia. Melalui 

berbagai bentuk pendidikan formal dan 

nonformal yang diselenggarakan, pesantren 

dapat memberikan kontribusi positif pada 

perkembangan karakter dan nilai-nilai 

keagamaan generasi muda Indonesia, sambil 

tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Namun, 

pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan 

tetap menjadi kunci untuk memastikan mutu 

pendidikan yang tinggi dan konsistensi dengan 

standar nasional. 
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